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CHAPTER 1
PENDAHULUAN

Lembaga Negara adalah"Civilizated Organization" di mana lembaga tersebut
dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun
negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai
tugas masing-masing antara lain:

Tugas umum lembaga negara antara lain :
1) Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
2) Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
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)
)
3) Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat.
) Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
)

5) Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dibentuklah
suatu pemerintahan yang memiliki cita-cita luhur antara lain yaitu memajukan
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias
politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang
yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu :

a) Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).

b) Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang
eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang
membantunya.

¢) VYudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun
unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi
(MK).



Indonesia mengalami perubahan tatanan pemerintahan pasca krisis moneter yang
mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 hingga puncaknya pada tahun 1998 era
Reformasi. Tuntutan reformasi di segala bidang termasuk reformasi pemerintahan
ternyata telah mampu menghadirkan perubahan yang signifikan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Diawali dengan perubahan (amandemen) Undang-Undang
Dasar Negara Rl Tahun 1945 yang pertama kali dilakukan pada 19 Oktober 1999,
kemudian amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada

tanggal 9 November 2001, dan yang keempat yaitu pada tanggal 10 Agustus 2002.

Pada amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi
perubahan tatanan ketatanegaraan khususnya lembaga-lembaga negara. Sebelum
amandemen ketiga, lembaga lembaga negara yang ada di Indonesia adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Setelah amandemen ketiga, lembaga-lembaga negara bertambah dengan
dimasukkannya beberapa pasal pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengenai Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C dan Pasal 22D), Mahkamah Konstitusi
(Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C), dan Komisi Yudisial (pasal 24B). Pada amandemen
keempat Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan.

Perubahan lembaga negara pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara
sebelum perubahan, yaitu prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan prinsip sistem
konstitusional (constitutional system), menata kembali lembagal embaga negara yang
ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem
konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.Lembaga Negara
Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau
oleh peraturan yang lebih rendah.! Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan
dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:

a) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden,

MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

! Jimly Asshiddigie (2006): Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi hal. 41
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b) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank
Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya
c) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan

Presiden; dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.?

CHAPTER 2
NEGARA DAN PEMERINTAHAN

A. Pengertian Negara

Di Indonesia sendiri, istilah "Negara" berasal dari bahasa Sansekerta nagara
atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah nagara sudah dikenal dan
dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan Kerajaan
Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah nagara juga dipakai sebagai penamaan
kitab Majapahit Negara Kertagama yang ditulis Mpu Prapanca. Jadi, istilah "negara"
sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa.

Negara menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan
atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Menurut Max Weber, negara adalah
sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik
secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut Roger F.Soleau, negara adalah alat atau
dalam kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan
yang bersifat bersama atas nama masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro negara adalah suatu organisasi di antara
kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu
wilayah (territoir) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang
mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia

tadi?

2 Jimly Asshiddigie (2006): Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi hal. 49-51

3 prof. Mr. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah
tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, sedangkan
Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah
dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongankekuasaan lainnya dan
yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah
sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara
yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam). Lihat dalam
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Pendapat lain dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa
negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara
masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soenarko negara
adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan
negara berlaku sepenuhnya sebagai souverein. Dengan memperhatikan beberapa
pendapat di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi
masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang
berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan
konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar

manusia dalam kehidupan masyarakat.*

B. Unsur-Unsur Negara
1. Rakyat

Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan
penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau
berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal
menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat
tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat
tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud
untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari
suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang
bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan
orang asing atau warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya
dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan

pengertiannya dengan warga negara keturunan.

Pembagian Rakyat dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi  Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, “Buku  Modul Pendidikan
Kewarganegaraan”, Jakarta, 2012.him 28
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2. Wilayah
Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari
sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling
utama. Wilaya terdiri dari darat, udara dan juga laut. Adanya wilayah merupakan
suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu
negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan,
lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara.Wilayah merupakan unsur
kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara
akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh
manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara.
Secara umum wilayah memiliki batas wilayah tempat kekuasaan negara itu
berlaku. Wilayah suatu negara sebagai berikut:
- Wilayah daratan, meliputi seluruh wilayah daratan dengan batasbatas tertentu
dengan negara lain.
- Wilayah lautan, meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang
ditentukan menurut hukum internasional.
- Wilayah udara atau dirgantara, meliputi wilayah di atas daratan dan lautan

negara yang bersangkutan.



Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara
lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa
perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan
beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan perpindahan vyang
ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian-perjanjian internasional
itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut
adalah Konvensi London 1814 di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia
Belanda kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan
wilayah negara (Utrecht, 1966: 308). Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3 (tiga)
batas wilayah laut Indonesia. Batas- batas tersebut adalah:®
a) Batas Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara
dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial
tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.
Sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang
dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari
pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang
dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok azas negara kepulauan
sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan dalam United
Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia
meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 tahun 1985 pada tanggal 31
Desember 1985.

b) Batas Landas Kontinen

Landas kontinen (continental shelf) adalah dasar lautan, baik dari segi
geologi maupun segi morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau

benuanya. Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman
tentang Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang

memuat pokok-pokok sebagai berikut:®

> Ibid hlm 29
® Ibid him 30



c)

1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia
adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia;

2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas
kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;

3) lJika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen
Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau
terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga;

4) Tuntutan (claim) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di
atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. Batas landas
kontinen dari garis dasar tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil.
Kalau ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landas
kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara itu ditarik sama
jauhnya dari garis dasar masing-masing. Sebagai contoh adalah batas
landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka sebelah selatan.
Kewenangan atau hak suatu negara dalam landas kontinen adalah
kewenangan atau hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang
terdapat di dalam dan di bawah wilayah landas kontinen tersebut.’

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengumuman pemerintah ini kemudian
disahkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1983. Batas ZEE adalah 200 mil
dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah
kewenangan memenfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah
dasar laut. Dalam Konperensi Hukum laut tercapai kesepakatan bahwa di ZEE
ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak dan yurisdiksi
terbatas pada bidang-bidang tertentu.

Dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditentukan bahwa
negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi

sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non hayati, dan kegiatan yang
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berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti
pembuatan energi arus dan angin.

Sedangkan kewajiban negara di kawasan ZEE merupakan kewajiban
yang berkaitan dengan status ZEE sebagai perairan laut lepas, di mana negara
pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas
ZEE, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut.

Negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan
laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut.
Sedangkan wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada
di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan.
Berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara khususnya penerbangan, oleh
masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama yaitu
Convention on International Civil Aviation 1944 atau secara singkat dikenal
sebagai Konvensi Chicago 1944. Perjanjian internasional yang diprakarsai
Amerika Serikat ini bersifat publik dan mengatur kepentingan umum yang
merupakan tanggungjawab pemerintah dalam kegiatan penerbangan sipil

internasional.?

3. Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk
menjalankan roda pemerintahan. Kata “kedaulatan” artinya adalah
kekuasaan tertinggi. Dengan demikian pemerintah yang berdaulat artinya
pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak
berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan
sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam
adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Sedangkan
kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh
negara-negara lain. Dengan kedaulatannya pemerintah berhak mengatur
negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

4. Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain

8 ibid



Unsur ini bukan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena
unsur ini bukan merupakn unsur pembentuk bagi badan negara melainkan
hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya
deklaratif, bukan konstitutif.’

Menurut Oppenheimer, pengakuan oleh negara lain terhadap
berdirinya suatu negara semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk
menjadikan international person. Dalam kedudukan itu, keberadaan negara
sebagai kenyataan fisik (pengakuan de facto) secara formal dapat
ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact (pengakuan de jure).

Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa
suatu negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara
berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara
hukum bahwa suatu negara telah berdiri dan diakui kedaulatannya
berdasarkan hukum internasional.

Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure antara
lain adalah:

1) Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat
mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara
yang mengakui.

2) Wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara hukum tidak
berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewah diplomatik
secara penuh.

3) Pengakuan de facto karena sifatnya sementara pada prinsipnya dapat
ditarik kembali.

4) Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure memberikan
kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru
merdeka itu harus diakui secara de jure pula.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan
kemerdekaannya. Unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus
1945. Pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, yaitu pada tanggal 10 Juni
1947. Berturut-turut kemerdekaan Indonesia itu kemudian diakui oleh
Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria dan Burma. Pengakuan de facto
diberikan Belanda kepada Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura dan

Sumatra dalam Perundingan Linggarjati tahun 1947. Sedangkan pengakuan

® Ni’matul Huda, 2014, lImu Negara, Rajawali Press, Jakarta, him 34



de jure diberikan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dalam Konferensi
Meja Bundar (KMB).

Pengakuan terhadap negara baru dalam kenyataannya lebih
merupakan masalah politik daripada masalah hukum. Artinya, pertimbangan
politik akan lebih berpengaruh dalam pemberian pengakuan oleh negara lain.
Pengakuan itu merupakan tindakan bebas dari negara lain yang mengakui
eksistensi suatu wilayah tertentu yang terorganisasi secara politik, tidak
terikat kepada negara lain, berkemampuan menaati kewajiban-kewajiban
hukum internasional dalam statusnya sebagai anggota masyarakat
internasional.

Pendukung teori pengakuan antara lain: Brierly, Francois, Fischer,
Williams, Erich, Tervooren, Schwarzen Berger, Konvensi Montevideo 1933. Di
dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur Negara (unsure
konstitutif) dan 1 unsur Negara (deklaratif), menjadi 5 yaitu rakyat, wilayah,
pemerintahan, pengakuan Internasional, dan UUD (Konstitusi).°

Menurut Logemaan:
Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat

dengan kekuasaannya itu. Negara memiliki sifat;
1. Memaksa,

Artinya mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal.
2. Monopoli,

Yaitu terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Mencakup semua,

Untuk mencapai tujuan maka negara mengeluarkan berbagai bentuk peraturan

perundang-undangan bagi semua orang tanpa kecuali.

D. Struktur Ketatanegaraan di Republik Indonesia
1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

10 Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara,
2011), Him. 2



Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI,
yang telah berhasil membuar Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d.
1 Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945.

Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI
yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil
membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Rl pada tanggal 17 Agustus 1945,
maka hal-hal yang dilakukan adalah :

1) Menetapkan UUD Negara Rl pada tanggal 17 Agustus 1945.

2) Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
3) Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden.

4) Pengangkatan anggota KNIP oleh Presiden

5) Pembentukan delapan provinsi oleh PPKI

Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk
Komite Nasional Indonesi Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu
Presiden dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang apa KNIP
memberikan bantuannya.

Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X
tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan
legislative dan ikut serta menetapkan GBHN. Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari
berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja
yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP.

Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat
Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun
1945 yang menyatakan :

- Pembentukan Kabinet Baru
- Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP.

Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan dalam
pelaksanaan pemerintahan mengenai sistem pemerintahan dimana menurut
Pasal 4 UUD 45 ditegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan
pemerintahan dan Pasal 17 menetapka bahwa “ Menteri Negara diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, sistem



pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem Presidentil. Sedangkan
menurut Maklumat Pemerintah meletakana pertanggungjawaban Kabinet

kepda KNIP yang merupakan cirri dari system Parlementer.

Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950.

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih
merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan
masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda, dengan alasan :

a. Ketentuan Hukum Internasional

Menurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki
sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang
diduduki oleh Bala Tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan
Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di
Hindia- Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/penguasa semula.

b. Perjanjian Postdan

Yaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia Il
yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan phak Jepang, Italia dan Jerman,
perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia Il selesai, maka
wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada
penguasa semula.

Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki
Kedaulatan ata Hindia- Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan
ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat
Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya.

Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara
Indonesia dengan Belanda pada tangga 25 Maret 1947 di Linggarjati yang
antara lain menetapkan :

1. Belanda mengakui Rl berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan

Sumatra, di wilayah lain yang berkuasa adalah Beland.

2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.

3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.



Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara
Belanda Indonesa mengeani soal Kedaultan Indonesia-Belanda, yaitu :

1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda,
sehingga hubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh
Belanda.

2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah
Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan
luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.

3. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak. Akibat
adanya penafsiran ini terjadi Clash | pada tanggal 21 Juli 1947 dan Clash I
tanggal 19 Desember 1948.

Terjadinya konflik ini akibat adanya agresi militer Belanda terhadap
Indonesia. Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah
dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda. Bentrok senjata
Indonesia-Belanda ini ini kemudian dilerai oleh PBB dan melakukan genjatan
senjata dan dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948
yang menetapkan :

1. Belada dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk
RIS.

2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.

3. RI hanya merupakan bagian RIS.

Kemudian diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949

yang disepakati antara lain :

1. Mendirikan Negara Indonesia serikat

2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS

3. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda.

Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah
Negra RIS dengfan Konstitusi RIS. Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara
Serikat tidak semata-mata campur tangan dari pihak luar ( PBB dan Belanda ),
akan tetapi juga kondisi Indonesia yang memberikan kontribusi yaitu adanya
keinginan daerah-daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari

Negara kesatuan dan membentuk Negara sendiri serta mereka tidak puas



terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah pusat tidak adil, yang
pada akhirnya banyak daerah-daerah melakukan pemberontakan.
Disamping itu Belanda telah berhasil dan makin banyak daerah-daerah
membentuk Negara antara lain :
. Negara Indonesia Timur tahun 1946
. Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta
. Negara Jawa Timur 16 Nopember 1948
. Negara Madura 23 Januari 1948
. Negara Sumatra Timur 24 Januari 1948

. dan Negara Sumatra Selatan
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. Negara yang sedang dipersiapkan adalah :

1) Kalimantan Timur

2) Dayak Besar

3) Banjar

4) Kalimantan Tenggara

5) Bangka
6. Belitung
7. Riau
8. dan Jawa Tengah

Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara
RIS terdiri dari 16 negara bagian dan lbu Kota Negara Indonesia adalah
Jogyakarta dengan Kepala Negara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat
sebagai Perdana Menteri. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya Senat yang
merupakan wakil dari Negara-negara bagian dan sikap Negara bagian 2 orang
dengan hak suara satu.
Periode 17 agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan

kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan
Indonesia sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adapt-istiadat, pulau-pulau
dan bahasa, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk

Negara kesatuan.



Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan
Rl Jogyakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang
bersifat federalis dihilangklan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan,
yang pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani Piagam Persetujuan yang
menghendaki dalam waktu sesingkta-singkatnya bersama-sama melaksanakan
Negara kesatuan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kebali menjadi Negara
Kesatuan Rl berdasarkan UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan
Konstitusi RIS yang sudah diubah.

Walaupun sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun
perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa,
adanya ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju yang pada
akhirnya timbul pemberontakan separatisme misalnya :

APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) di Bandung 23 Januari 1950.
Pemberontakan Andi azaz Cs. Di Makasar 5 april 1950

Pemberontakan RMS di ambon 25 april 1950

Pemberontakan lbnu Hajar Cs. Di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950
Pemberontakan DI/ TIl, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 agustus 1951
Pemberontakan Balaion 426 Jawa Tengah 1 Desember 1951

Pemberontkan DI/ Tll Daud Beureuh di aceh 25 September 1953

Peristiwa Dewan banteng Sumatra Barat 20 Desember 1956
Pemberontakan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indobnesia ) 15
Pebruari 1959

10. Permesta ( Pejuangan Rakyat Semesta ) 15 Pebrauari 1958.
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Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun
UUD Indonesia untuk menggantikan UUDS tahun 1950 ( Pasal 134 ), kemudian
Desember 1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante
dengan dasar UU No. 7 tahun 1953 yang menyatakan :

1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 1950
2. Merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950
3. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember 1956

Majelis Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun
UUD, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang

menyatakan :



1. Konstituante telah gagal
2. Membubarkan Majelis Konstituante
3. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara RI.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah sisetyujui oleh DPR hasil Pemilu tahun

1959 secara aklamasi tangga; 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh
MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

4. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966
Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi
Terpimpin” Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai
dasar penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965.
Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila
tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil
keputusan. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketata
negaraan serba terpimpin.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5

Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi

penyimpangan antara lain :

1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara

2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan
TAP MPRS No. lll tahun 1963
Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam bidang
politik yang pada puncaknya, meledaknya kasusu pemberontakan G30 S PKI,
yang sampai saat ini masih dalam perdebatan.

Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak kekacauan social budaya dan
tidak stabilnya politik dan hokum ketata negaraan Indonesia yang kemudian
dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan
Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk
mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman
masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan.

5. Periode Orde Baru



Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan
akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang
oleh Jenderal Soeharto.

Dalam kepemimpinan Jenderal soeharto penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada kestabilan
politik dan keamanan Negara.

Beberapa hal yang menonjol dalam Pemerintahan Soeharto atau
dekenal dengan Era Orde Baru adalah :

1. Demokrasi Pancasila

2. Adanya Konsep Dwifungsi ABRI

3. Adanya Golongan Karya

4. Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.

5. Adanya system pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan

6. Penyederhanaan Partai Politik

7. Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi Presiden
untuk beberapa kali.

Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang

Gerakan reformasi tahunh 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan
jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.
Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian
berbagai peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan alam
demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terutama mangadakan
amandemen UUD 45 sebanyak empat kali.

Setelah amandemen ke IV UUD 1945, maka system ketatanegaraan
Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

NKRI harus tetap dipertahankan.

Kedaulatan ada di tangan rakyat

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum
Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil
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Sistem Parlemen menggunakan Bikanural System, yaitu terdiri dari DPR dan
DPD.

Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.

8. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.

N



9. Hubungan organisasi pemerintahan dalam garis vertical dengan asas
desentralisasi dengan otonomi luas.

10. Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial dalam UUD 1945.

CHAPTER 3
LEMBAGA TINGGI NEGARA (LEMBAGA NEGARA
KONSTITUSIONAL KATEGORI PERTAMA)

A. LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA MENURUT UUD 45 (KATEGORI PERTAMA)

p
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Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasca
erubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan
an kekuasaan/wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut :

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan
Presiden dan Wakil Presiden
Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

BPK

. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Tugas MPR adalah ( Pasal 3 UUD 1945)
1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Dapat memeberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dalam masa jabatan menuurut UUD Pasal1(2) UUD 1945, Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.

Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang
kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR
membawahi lembaga-lembaga yang lain. Dengan adanya perubahan ini, maka :
1. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara

2. Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat



3. Tidak lagi memilih Presidendan Wakil Presiden karena rakyat memilih
secara langsung.

Mengenai memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa
jabatanya, MPR mempunyai kewenagan apabila :

1. Ada usulan dari DPR
2. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa
Presiden dan/ atau Wakil Presiden bersalah.

Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan
pemegang kedaulatan rakyat ditiadakan adalah, karena MPR bukan satu-
satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap lembaga yang
mengembang tugas-tugas politik Negara dan pemerintahan adalah pelaksana
kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut pasal 2 (1) mengatakan :
MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri :
1. Seluruh anggota DPR
2. Anggota DPD

Adanya anggota DPD agar lebih demokratis dan meningkatkan
keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek Negara dan
pemerintahan disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah.
Mengenai perubahan UUD 1945 diatur mekanisme perubahan UUD dalam pasal
37 UUD 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Tugas wewenang DPR adalah :
1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
2. DPR berfungsi Budget dan Pengawasan
3. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pandapat,
mengajukan pertanyaan, menyampaikan ususl dan pendapat serta hak

imunitas.



DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta
Besar dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesty
dan Abolisi.

DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian
bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta perjanjian
internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat dan
memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan menominisasikan 3 orang
Mahkamah Konstitusi.

DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak
mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian.

DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi
Nasional HAM.

DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil
Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan
memutuskan bahwa Presiden bersalah. Apabila dilihat tugas, wewenang,
fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat banyak dan luas sekali, bahkan

hamper semua bidang kekuasaan Presiden dimiliki DPR

Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945. Anggota DPD dipilih dari

setiap propinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD setiap propinsi

tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

DPD besidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan

DPD diatur dengan Undang-Undang. Wewenang DPD ( Pasal 22d)

1.

DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan sumber
daya alam dan sember daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai

otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah,



hubungan pusat dan daerah pengolahan sumber daya alam dan sember
daya ekonomi lainnya , pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasannya kepada DPR.

DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik dan
memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD 1945,
memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang
bersamaan keduanya berhalangan tetap.

Hak-hak DPD vyaitu :

1. Menyampaikan usul dan pendapat

2. Memilih dan dipilih

3. Membela diri

4. Memerintah

5. Protokoler

6. Keuangan dan Administrasi

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Rl memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD.

Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk

satu kali masa jabatan.

UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara

sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan/ atau membubarkan

Pasal 8 UUD 1945 mengatakan :

1.

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai
habis masa jabatannya.

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam
waktu 60 hari MPR menyelenggarakan siding untuk memilih Wakil Presiden

dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.



3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama,
selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu MPR menyelenggarakan
sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

5. Mahkamah Agung (MA)

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara
Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ) tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka ( machtsstaat). Pemerintahan berdasarkan system Konstitusi,
tidak bersifat absolutisme ( kekuasaan yang tidak terbatas).

Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya
untuk menyelenggarkan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehaiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan.

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

3. Peradilan Militer

4. Peradilan Tata Usaha Negara

5. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU
No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1994, dimana segala urusan mengenai
peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan financial berada di
bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.

Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada
ditangan rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan

hukum, keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau



Negara demokratsi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai

perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam

penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila,

Mahkamah Konstitusi ( MK )

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :

1) Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.

2) Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenang
diberikan oleh UUD.

3) Memutus pembubaran partai politik.

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.

Bandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:
1) Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.
2) Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan ( Court of Justice),

sedangkan Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of Law).

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK)
Diatur dalam BAB Ill A, pasal 23 E yang berbunyi :

1) Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara
didalam suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

2) Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
sesuai dengan kewenangannya.

3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau
badan sesuai dengan UU

4) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan
APBD, perusahaan daeah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana didalmnya
terdapat kekayaan Negara.
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CHAPTER 4
LEMBAGA NEGARA KONSTITUSIONAL KATEGORI
DUA

A. Menteri Negara

Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-
undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan
organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau
mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan  fungsional
kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah
daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi
berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan
nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah
nonkementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga
nonstruktural.
Dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara mengatur sbb:!?

1) "Kementerian" merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan

2) "Menteri" merupakan pembantu Presiden yang memimpin Kementerian

3) "Urusan Pemerintahan" merupakan setiap urusan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4) "Pembentukan Kementerian" dilakukan dengan nomenklatur tertentu setelah
Presiden mengucapkan sumpah/janiji

5) "Pengubahan Kementerian" adalah pengubahan nomenklatur Kementerian
dengan cara menggabungkan, memisahkan dengan menggantikan
nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.
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6) "Pembubaran Kementerian" merupakan menghapus Kementerian yang sudah
terbentuk

Fungsi dan tugas Menteri Negara

Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia[2] mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden [3] dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara sbb:?

1) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan
kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

2) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan
barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan
atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan
kegiatan teknis yang berskala nasional.

3) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan
negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan
tugas di bidangnya.

Urusan pemerintahan

Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri
atas:

1) Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama,
hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan,
kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan,
energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

3) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi
program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional,
aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara,
pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi,
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investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan
perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau
daerah tertinggal.

Setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan luar negeri, dalam negeri, dan
pertahanan, tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.

Penggabungan, pemisahan dan pembubaran

Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat diubah
dan dibubarkan®®, presiden dapat pengubahan Kementerian yang lain dengan
mempertimbangkan, efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan
tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas,
kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, peningkatan
kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu
dalam pemerintahan secara mandiri dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan
yang berkembang dengan ketentuan®* pengubahan sebagai akibat pemisahan atau
penggabungan Kementerian presiden melakukan dengan meminta pertimbangan
atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan waktu paling lama tujuh
hari kerja sejak surat presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyatsudah harus memberikan Pertimbangan bilamana Dewan
Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat
presiden diterima belum juga memberikan Pertimbangan maka secara langsung
Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan sedangkan
khusus untuk Kementerian agama, hukum, keuangan dan keamanan pihak
presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumlah menteri kabinet

Dalam menjalankan tugasnya Presiden dapat membentuk Menteri
Koordinasi dan Menteri dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, cakupan
tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan
keterpaduan pelaksanaan tugas serta perkembangan lingkungan global dengan
jumlah keseluruhan paling banyak tiga puluh empat ' kementerian dalam
tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden
mengucapkan sumpah/janijit®
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Jabatan rangkap menteri

Menteri dilarang mempunyai jabatan lain sebagai’

1) Pejabat negara lainnya

2) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

3) Pimpinan organisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

B. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah
angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara
Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik
Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional
Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu
TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh
seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang
Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNl pernah
digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia).

Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan
POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran
POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-
Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh

Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia
Belanda diselenggarakan oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung
jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia pada masa depan,

(sebaliknya berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-
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1949), KNIL juga telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur
untuk beberapa perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer,
sekolah militer dan akademi militer di Hindia Belanda. Di samping merekrut
relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang
pribumi Indonesia.

Pada tahun 1940 saat Belanda di bawah pendudukan Jerman, dan Jepang
mulai mengancam akses pasokan minyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya
membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai
anggota KNIL.

Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia
perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak.
Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan
pasukan sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis
Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda
Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1943, militer Jepang membentuk tentara
relawan Indonesia yang disebut PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membentuk
PETA dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan
invasi oleh Sekutu ke wilayah Asia tenggara.

Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan
untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian
menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang
Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan

Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.

Pembentukan

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai
kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI
tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus
1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah

perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak



berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk
memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia
menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 (hingga
saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara
Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat
berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari
1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di
samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden
Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik
Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional

Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.
Perkembangan

Dari tahun 1950 hingga 1960-an Republik Indonesia berjuang untuk
mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan
separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat dalam
perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul
Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TIl), sebuah gerakan militan yang bertujuan
mendirikan negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas
pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963. Kolonel Bayu

Dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk
pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dari tahun 1962-1965 TNI terlibat dalam
Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Indonesia mengembangkan hubungan baik dengan Uni Soviet pada periode
tahun 1961-1965. Uni Soviet memberikan 17 kapal untuk Angkatan Laut Indonesia.
Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot
mati 16.640 ton, sangat besar juga dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma
yang hanya 1.600 ton. Indonesia memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey

ditambah 2 kapal pendukung. Di Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari



seratus pesawat militer, 20 supersonik MiG-21s, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17
dan 30 MiG-15.

Masa orde baru

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri
dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde
Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik
Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara
Republik Indonesia).[6] Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang
dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan
sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.®

Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, TNI ikut serta
dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah
bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari
konsep awalnya.'® Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di
berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI
mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggota diangkat dan tidak melalui proses
pemilu yang disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI.

Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an militer Indonesia bekerja keras untuk
menekan gerakan separatis bersenjata di provinsi Aceh dan Timor Timur. Pada
tahun 1991 terjadi Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur yang menodai citra militer
Indonesia secara internasional. Insiden ini menyebabkan Amerika Serikat
menghentikan dana IMET (International Military Education and Training), yang

mendukung pelatihan bagi militer Indonesia.

Era Reformasi

18 Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 69 Tahun 1971
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Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil
tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai
hasilnya, TNI di masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan
Dwifungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat
sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung
angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer.
Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali
berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama
resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bentuklah 3 peraturan
perundang-undangan baru yaitu UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34
tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Calon Panglima TNI saat ini harus
diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak

politik TNI pun dihilangkan serta dwifungsi ABRI dihilangkan.

Tugas pokok TNI saat ini dapat berupa operasi militer untuk perang atau operasi
militer selain perang, yaitu untuk :

- mengatasi gerakan separatis bersenjata;

- mengatasi pemberontakan bersenjata;

- mengatasi aksi terorisme;

- mengamankan wilayah perbatasan;

- mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

- melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar
negeri;

- mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;

- memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini
sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

- membantu tugas pemerintahan di daerah;

- membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas
keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

- membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan
perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

- membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian
bantuan kemanusiaan;

- membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue);
serta



- membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan
terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Militer Indonesia melanjutkan keterlibatan dan kontribusinya misi penjaga
perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda. Setelah tahun 1999, pasukan Indonesia
dikirim ke Afrika sebagai bagian dari Misi PBB di Republik Demokratik Kongo. TNI
juga telah menjadi bagian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon, UNAMID,
UNSMIS, MINUSTAH, UNISFA, UNMISS, UNMIL.[10]

Setelah darurat militer Aceh 2003-2004 & tsunami Aceh tahun 2004,
pemerintah Amerika Serikat menghentikan embargo suku cadang yang telah
berjalan terhadap senjata yang tidak mematikan dan kendaraan militer, untuk
mendukung upaya kemanusiaan di daerah yang terkena dampak tsunami di Aceh
dan Nias. Sejak itu, Angkatan Udara Indonesia telah menandatangani kesepakatan
untuk membeli lebih banyak pesawat angkut C-130. Pada tanggal 22 November
2005, Amerika Serikat mengumumkan bahwa hubungan militer dengan Indonesia
akan dipulihkan secara penuh. Keputusan ini mengakhiri enam tahun larangan
penjualan senjata Amerika Serikat ke Indonesia.

Pada tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009
tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Semua bisnis TNI akan dikelola oleh
sebuah badan khusus yang akan didirikan yang merupakan amanat dari Undang

Undang No0.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepolisian Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di

Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban
tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Tugas dan Wewenang
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. menegakkan hukum; dan



3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik
Indonesia bertugas :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan;

3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa;

7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara

Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;

membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;

3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;

6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;

7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
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8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

9. mencari keterangan dan barang bukti;

10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

lainnya berwenang :

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan

masyarakat lainnya;

menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan

senjata tajam;

6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan;

7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
memberantas kejahatan internasional;

9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada
di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional;

11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
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Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke
kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan
disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi,
Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki

sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

Direktorat Reserse Kriminal
Subdit Kriminal Umum



Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
Subdit Remaja Anak dan Wanita
Unit Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) / Identifikasi
TKP (Tempat Kejadian Perkara)
Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Subdit Tindak Pidana Korupsi
Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
Subdit Cyber Crime
Direktorat Reserse Narkoba
Subdit Narkotika
Subdit Psikotropika
Direktorat Intelijen dan Keamanan
Direktorat Lalu Lintas
Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)
Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)
Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
Direktorat Sabhara
Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
Direktorat Polisi Air (Polair)
Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
Biro Operasi
Biro SDM
Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)
Bidang Keuangan
Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
Bidang Hukum
Bidang Hubungan Masyarakat
Bidang Kedokteran Kesehatan

D. Komisi Yudisial ( KY )

Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan
dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari
kekuasaan lainnya.
Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Wewenang Komisi Yudisial adalah :
1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku

hakim.



E.

Tugas Komisi Yudisial yaitu :

1)
2)
3)

Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung

Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung

Menetapkan Calon Hakim Agung

Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim

Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA

dan/ atau MK

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Tugas dan kewenangan

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan

Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan

Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1)
2)

Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai
peserta Pemilihan Umum;

Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai
di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;

Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD | dan DPRD Il untuk setiap
daerah pemilihan;

Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan
untuk DPR, DPRD | dan DPRD ll;

Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan
Umum;

Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.



F. Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang
bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank
Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor
perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank
sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga
stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang
dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti
lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali
dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal
bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah
uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank
sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu
tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan
nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap
barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama
tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan
tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai
Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai
atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
Tiga Pilar Utama
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang
merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta

- Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

CHAPTER 5
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN



A. Lembaga-lembaga Independen yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD

1945

1. Komisi Pemilihan Umum

Diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi :

1.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD,
Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah
Partai Politk.

Peserta Pemilihan Umum untuk meilih anggota DPD adalah perorangan.
Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU
No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) adalah lembaga yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.

Tugas dan wewenang KPU adalah :

Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.

Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua
tahapan pelaksanaan Pemilu.

Menetapkan peserta Pemilu.

Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaankampanye dan
pemungutan suara.

Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.
Melaksanakantugas dan kewenangan lain yang diatur UU.

2. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara ( TNI dan POLRI )

Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan : “ Tentara

Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan Angkatan

Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melidungi, memelihara

kutuhan dan kedaulatan Negara.”

Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka

diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 trntang Tentara

Nasional Indonesia.



Tugas pokok TNI adalah : menegakkan Kedaulatan Negara,
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman
dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara.

TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang angkat dan diberhentikan oleh
Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dengan demikian dalam hal pengerahan dan penggunaan Kekuatan
Militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sedangkan kebijakan dan strategi
pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen

Pertahanan.

Bank Indonesia

Bank Indonesia diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan :
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan wewenanh,
tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang. Bank
Indonesia diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004
menyatakan :

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia
2. Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen.
3. Bank Indonesia adalah Badan Hukum.

Gunernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dewan Gubernur diangkat
untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa
jabatannya.

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau
mengundang dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan
dan keuangan dan wajib memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai
Rancangan APBN dan kebijakan lain kepada pemerintah yang berkaitan tugas

dan wewenang Bank Indonesia.

4. Kepolisian Republik Indonesia



5. Kejaksaan Agung

Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam UUD 1945, adalah :

1. Komnas HAM

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan

UUD 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam

hukum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan

untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaitu, hak untuk

memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun

1998 tentang hak asasi manusia,

1.

Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur
pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memperluas
pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Dan meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945.

Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ( L.N. 165/ 1999) tentang hak-hak asasi

manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai :

1.

Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai
lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab
untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemamtauan dan
mediasi tentang hak asasi manusia.

UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia
PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbaagi instrument
internasional lain yang mengatur hak asasi manusia.

Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang

mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.



Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas
usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal 83)
Komnas HAM adalah lembaga independent yang bersifat mandiri yang bertugas
dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-perkara tertentu
yang sedang dalam proses peradilan.

Dengan demikian Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi

peradilan sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung..

2. KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Komisi Ombudsmen

4. KPKPN ( Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara )
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU )

6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR )
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C. Lembaga-lembaga Independen yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD

1945

Lembaga Negara Independen yang Pembentukannya Diatur UUD 1945

Komisi Pemilihan Umum

Tentara Nasional Indonesia

Kepolisian Negara

Bank Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia
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Kejaksaan Agung

Terdapat 5 lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara ( TNI dan POLRI ), Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang
masuk dalam kategori lembaga independen juga lembaga konstitusional kategori dua .
sedangkan Kejaksaan Agung hanya masuk dalam lembaga independen.

Kejaksaan Agung

D. Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam UUD 1945, adalah :
2. Komnas HAM

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan
UUD 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam
hukum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan
untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaitu, hak untuk
memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun

1998 tentang hak asasi manusia,



3. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur
pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memperluas
pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

4. Dan meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945.

Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ( L.N. 165/ 1999) tentang hak-hak asasi
manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai :

4. Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai
lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab
untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemamtauan dan
mediasi tentang hak asasi manusia.

5. UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia
PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbaagi instrument
internasional lain yang mengatur hak asasi manusia.

6. Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang
mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas
usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal 83)
Komnas HAM adalah lembaga independent yang bersifat mandiri yang bertugas
dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-perkara tertentu
yang sedang dalam proses peradilan.

Dengan demikian Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi

peradilan sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung..

2. KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Komisi Ombudsmen

4. KPKPN ( Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara )
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU )

6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR )
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